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ABSTRAK

Hubungan hukum antara Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara
Asing (WNA) serta perbuatan hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan
campuran mengenai tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043) yang selanjutnya disebut UUPA. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas
tanah bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran dan untuk menganalisa
apakah Pasal 21 ayat (3) UUPA sudah memberikan perlindungan hukum bagi
WNI yang melakukan perkawinan campuran ketika memperoleh ha katas tanah
tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan
mempergunakan metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan untuk mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan
studi lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peralihan hak atas tanah
bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran dapat dilakukan dengan jual
beli, hibah, dan pelepasan hak milik atas tanah dengan permohonan hak pakai.
Pada kenyataannya, Pasal 21 ayat (3) UUPA belum memberikan perlindungan
hukum sepenuhnya kepada WNI yang melakukan perkawinan campuran ketika
memperoleh hak atas tanah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
penyeludupan hukum di bidang pertanahan, seperti: Mereka yang melakukan
perkawinan campuran dapat melakukan perkawinan campuran tanpa melakukan
pendaftaran perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, WNI dan
WNA yang melakukan perkawinan campuran dapat membuat akta Perjanjian
Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Untuk Menjual (KUM) tanpa harus
melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Batam.

Kata Kunci: Peralihan hak atas tanah, Perkawinan campuran, Perlindungan
hukum, penyeludupan hukum



ABSTRACT

Legal relationship between Indonesian (citizen) and foreigners as well as the
legal act for the perpetrators of intermarriage on the ground in Indonesia is
regulated in Act Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian
Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia year 1960 Number 104,
Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043),
hereinafter referred BAL. The purpose of this study was to determine how the
implementation of the transition of land rights for the citizen who perform mixed
marriages and to analyze whether Article 21 paragraph (3) BAL already provides
legal protection for the citizen who perform mixed marriages when obtaining of
land rights. In this study, the authors used a qualitative research using empirical
juridical methods. The data collection techniques used to collect data through
library research and field study. The conclusion of this study is the transition of
land rights for the citizen who perform mixed marriages can be made by buying
and selling, grants, and the release of property rights to land use rights to the
application. In fact, Article 21 paragraph (3) BAL has not given full legal
protection to citizens who perform mixed marriages when obtaining the land
rights. It can be seen from the many smuggling law in the land sector, such as:
Actor intermarriage can perform mixed marriages without registering marriages
in the Department of Population and Civil Registration, citizen and foreigner
perform mixed marriages can make a deed of agreement Engagement Purchase
without registration Land Office Batam.

Keywords: transition land rights, marriage mix, legal protection, smuggling law
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